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1.1.

BAB1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke Tiga
memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan alenia Ke
Empat memuat pernyataan ba hwa setelah menyatakan
kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan
negara Indonesia yaitu pemerintahan nasional yang bertanggung
jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa tugas pemerintahan negera Indonesia adalah
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejaterahan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai
negara adalah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagai
pemerintahan nasional tersebutlah yang kemudian membentuk
daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian
Pasal 18 ayat dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemrintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dan
diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah
diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya Kkesejaterahan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi

dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
Pemerintah untuk melaksanakan maksud seperti diatas

melaksanakan berbagai macam urusan, salah satunya urusan
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pemerintahan umum. Pengaturan urusan pemerintahan umum
mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan umum
termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengatur bahwa urusan
pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan
pasal (9) ayat (5).

Adapun urusan pemerintahan umum yang diatur dalam
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pada pasal 25 ayat (1) disebutkan :

a. Pembinaan wawasan keabngsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengalaman Pancasila, undang-undang
Dasar 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pertahanan
dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional dan nasional;

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peratuiran
perundangundangan;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang
ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
dan

g. Pelkasanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi
vertikal.

Pada huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas, berdasarkan
amanat undang-undang disebutkan bahwa pelaksanaan urusan

pemerintahan umum merupakan tugas dan tanggungjawab
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Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tingkat
pusat dan Kantor/Badan kesatuan bangsa dan politik pada tingkat
daerah. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dari pusat
sampai ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23
Tahun 2014 yaitu Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintah
umum di daerah melimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan
bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan
umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat
kecamatan bupati/walikota melimpahkan pelaksanaan urusan
pemerintahan umum kepada camat.

Selanjutnya berdasarkan pasal 26, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk
Forkopimda Provininsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum
Pimpinan di Kecamatan. Namun implementasi pada saat undang-
undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah di
undangkan namun belum diatur mengenai turunan regulasi yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk pelaksanaan perubahan kewenangan mengenai urusan
pemerintahan umum tersebut. Undang-Undang 23 Tahun 2014
memerintahkan dibentuk peraturan pemerintah namun sampai saat
ini peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di daerah belum terbit. Akibat dampak belum terbitnya
peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kenyataan ini berakibat pada tidak terselenggaranya urusan
pemerintahan umum sebagaimana mestinya. Salah satu aspek
ketidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sebagaimana
mestinya berupa turunnya anggaran pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat
daerah dalam pasal 122 yang berbunyi, ayat (1) pada saat peraturan
pemerintah ini mulai berlaku, suluruh perangkat daerah yang
terlaksananya urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
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umum diundangkan; ayat (2) Anggaran penyelengaran Urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan,
akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menyisahkan persoalan.
Kondisi tersebut membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di
Provinsi Sumatera Selatan mengalami banyak kendala dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, walaupun sudah diterbitkan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa sesuai
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang
berbunyi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang
kesatuan bangsa dan politik di Wilayah Provinsi. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah
provinsi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penangnan konflik soisal di wilayah provinsi; c. Pelaksanaan
koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,
ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan
(ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangnan
konflik sosial di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan
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kebangsaan, penvelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,
ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan
(ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangnan
konflik soisal di wilayah provinsi; e. Pelaksanaan fasilitasi forum
koordinasi pimpinan daerah provinsi dan f. Pelaksanaan administrasi
kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; g. Pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan yaitu menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri. Unit kerja pemerintahan tersebut harus
menghadirkan tertib sosial, keamanan, ketertiban umum persatuan
dan kesatuan serta stabilitas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik juga harus mampu melakukan penanganan konflik, baik
pencegahan konflik, penanganan saat terjadi konflik maupun pasca
konflik. = Mengembangkan  kehidupan  berdemokrasi malalui
pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan politik untuk kaum
perempuan maupun marginal, memberikan dukungan suksesi
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serta
memberikan pelayanan kepada partai poltitik dan organisasi
kemasyarakatan ,meningkatkan kerukunan umat beragama,
penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta tugas tamping
tantra, dengan demikian beban kerja organisasi badan/kantor
kesatuan bangsa dan politik tingkat provinsi dan kabupaten kota
dalam melaksanakan urusan pemerintahan sangat tinggi. Adapun
konflik yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi dalam
bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, etnis, nilai
demokrasi, kelompok sosial yang dipicu dari ketimpangan
pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi,
keterbelakangan pendidikan, perubahan poltitk dampak pemilihan
kepala daerah (Pilkada).

Program dan kegiatan pembinaan  berbagai  unsur

kemasyarakatan, juga penting harus dikembangkan oleh Badan
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Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, karena instansi ini memiliki
tugas fasilitasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama
FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan
Dini Masyakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
Dimana forum ini memiliki unsur-unsur dari berbagai masyarakat
yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan berbangsa
serta persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum-forum diatas diharapkan mampu menjadi jembatan
silahturahmi antar pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan
sosialisasi program-program pemerintah, serta menjaga kondusifitas
daerah. Selain itu forum-forum ini juga diharapkan sebagai benteng
awal mencegah terjadi konflik antar masyarakat. terutama dengan
bermunculan beragam paguyuban ini mampu sebagai jembatan
dengan perekat silaturahmi di antar sesama paguyuban masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejaterahan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah

dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sangat diperlukan
adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah
salah satu Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Umum di Daerah yang memiliki kewajiban untuk
menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik menjadi sangat penting dalam mensukseskan
pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun konsep penyusunan

Renstra Perangkat Daerah dilakukan adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.1
Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
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1.2. LANDASAN HUKUM :

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-
2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang




10.

Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuasi Pembangunan
Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor
14);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029;

1,.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan

prioritas program baik pelaksanaan pembangunan urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri, antar wilayah, antar sektor serta

antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

|

Mempertajam perencanaan yang sudah dilakukan pada rencana
pembangunan sesuai yang diharapkan.

Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja
Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan.




3. Memudahkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan

dan sasaran program pembangunan di bidang kesatuan bangsa
dan politik secara terpadu dan terarah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan dan penulisan Rencana Strategi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun
2025-2029 sebagai berikut ;
Bab I :Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan.
Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis
Perangkat Daerah
Pada bab ini berisi tugas dan fungsi dan struktur
oragnisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan
peluang pengembangan layanan serta aset yang dikelola
serta mengidentifikasi permasalahan dan Isu-isu Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan.
Bab Iil : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan
Sasaran serta merumuskan pernyataan Strategi dan Arah
Kebijakan Jangka Menengah OPD.
Bab IV :Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan
Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif serta menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Bab V :Penutup
Dalam bab ini memuat kesimpulan dan harapan dari
penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Sumatera Selatan.




2.1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
(Sekda).

Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan
bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

[. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, yang membawahi :
1. Subbagian Program dan Anggaran,;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi:
1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
dan
2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
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1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama,;
dan

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

membawahi:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2. Subbidang Penanganan Konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Kepala Badan KesatuanBangsa dan Politik
1. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik di wilayah provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penangnan konflik sosial di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,

RENSTRA 2025-2029 Bakesbangpol Povinei SUMSE]



g.

penvelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah provinsi;

Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
daerah provinsi;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat
1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

a.

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi,

. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi;

Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

a.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan

program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
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pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta
penyusunan laporan kinerja

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi, serta
verifikasi dan pembukuan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol,
perlengkapan dan rumah tangga, asset serta

pengelolaan kepegawaian.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa
1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
2. Fungsi

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah provinsi;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
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karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa terdiri dari :

a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program Kkerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi,dan
pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program Kkerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara
pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan

dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri
1. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik.
2. Fungsi
a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
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perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum  kepala daerah  serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum  kepala daerah  serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

a. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan

demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program Kkerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/pemilihan umum  kepala daerah serta
pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang asilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

dan partai politik.
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e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan
1. Tugas Pokok
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Oragnisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

a. Penyusunan program Kkerja di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat
beragama  dan penghayat  kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalagunaan  narkotika, fasilitas
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan
narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasis engketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan
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narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program Kkerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di  bidang  pendaftaran  ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan PenangananKonflik
1. Tugas Pokok
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini,
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kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta

penanganan konflik di wilayah provinsi.

. Fungsi

a.

Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi;

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta
penanganan konflik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

terdiri dari :

a.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
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penyusunan program Kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan  kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan.

b. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program  kerja,
perumusan  kebijakan, pelaksanaan  kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang penangan konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan
keahlian yang dimiliki.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan memiliki 3 orang pejabat fungsional
terdiri dari 2 arsiparis dan 1 orang pranata komputer

seperti terlampir pada tabel 2.5 Struktur Organisasi.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BADAN

PROVINS| SUMATERA SELATAN | Dr. H. M. Alfajri Zabidh. S Pd, MM M.PdJ
105011061993031002 / V. d

SEXKRETARS

Maha Resi Tama. SE. MM
167108222006041004 / IV Db

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

r i
PRANATA KOMPUTER T KA SUB BAGIAN KA 5UB BAGIAN UMUM DAN
PROGRAM DAN ANGGARAN e KEPEGAMALY
Yasr Aras ST WM Si Muhammad Febnansyah Putra ST Ew Vierdiyant, ST. MM
107502251604121001 / V. & 168402272011011004 / li.c 107308242008012002/ V.a

KA BIDANG
KETAHANAN EXONOMILSOSIAL
BUDAYA AGAMA DAN ORGANISASI KEMASY ARAKATAN
Irwan Ridwan, SH.. MM

196800201998031008 / Vb

KA BIOANG IDEOLOGI, - KA BIDANG
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA POLITIK DALAM NEGERI

Markognta
196003041097031013/IVD

Maswan Fansun S Sos . MM
105810231990091001 / Ve

f KA SUB BIDANG b [ Pin. KA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN WA 5UB BIDANG “ i§ KA SUB BID KEWASPADAAN DINI
IDEOLOG! DAN WAWA SAN KEBANGSAAN . PENINGKATAN DEMOKRAS! KETAHAMAN EXONOMI SOSIAL, i DAN KERJASAMA INTELUEN
T Mumtazah, S.Pd.i M.Pd.l.. MM ik Edy Kurready, S STP., M.Si BUDAYA DAN AGAMA | frwan Achyunt, STP., M.&
188106232007012018 / ¢ 100104272014061001/1il¢ { Rizky Anarda Putra, S STP \ 197104172008011006 / L d
\. ) \ | \ 1004 090820160%1003 / il c y
. - -
8 KA 3UB BIDANG
1 KA 5UB BIDANG i RA 3B SHANS l KA SUB BIDANG
L Stk AR AL AR SRS d LITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN L omg:{?;: uuu;’;x;rm - = '—w“‘an 5‘ P ~
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2.2 Sumber Daya OPD
2.2.1. Susunan Kepegawaian
a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan

ruang

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan ruang
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat / Golongan

Jumlah : Jml
Pegawai | Juru/I | Pengatur/ Peﬁita Per;xll:)\;na (Orang)

(Orang) | 1 (Orang) | anq) | (Orang)

Total 0 6 14 11 31

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1. | Laki-Laki 44
2. | Perempuan 30
Jumlah 74

c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah (Orang)

1. | SD 00

2. | SLTP 00

3. | SLTA 15

4. | D1 01

5. | DIl 05

6. | DIV/S1 34
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7. |S2 18
8. |S3 01
Jumlah 74

d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politikk pada
tahun 2025 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel

dibawah ini :
Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama
No. Agama Jumlah (Orang)
1. |Islam 74
2. | Kristen 00
Jumlah 74

e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2025 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di
bawah ini :

Tabel 2.5

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No. | Jabatan/Struktural/Fungsional | Jumlah (Orang) |
1. | Esselon II 1
2. | Esselon III S
3. | Esselon IV 11
4. | Fungsional 00
Jumlah 17

f. Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian, dapat di lihat

pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.6

Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawian

No. Status Kepegawian Jumlah (Orang)
1. | ASN PNS 37
2. | ASN PPPK 00
3. | Honorer Data Base BKN 31
4. | Honorer dari Kegiatan 03
5. | Outsorcing 04
Jumlah 74
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2.3

g. Aset yang dikelola
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana
sebagai aset/modal yang terdiri dari :
1. Tanah seluas 1.380 m2
2. Gedungdan Bangunan 990 m2
3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari

a. Komputer :11 Unit

b. Printer : 13 Unit
c. Mesin Ketik : 4 Unit
d. Laptop : 7 Unit
e. Infocus : 2 Unit

4. Alat Transportasi :
a. Kendaraan Roda Empat : 16 Unit
b. Kendaraan Roda Dua : 24 Unit

Kinerja Pelayanan OPD

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam
mendorong pembangunan daerah, hal ini menuntut setiap daerah
untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta
mengembangkan kreatifitas, insiatif dan prakarsa dalam pembangunan
daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah
pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga
masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau
berpartisifasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan
karena adanya regulasi dari Pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperoleh sumber
pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran tersebut di peroleh setiap tahun sesuai dengan
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program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari
pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi
ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik pada periode tahun 2019-2023, maka capaian

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel 2.7

berikut :
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Target Renstra Realisasi Capaian . T ARG
= Rasio Capaian Kinerja (%)
No. | Indikator Kinerja Tahun 2019-2090 Tahun 2019-2023 :
2012| 2020] 2021| 2022|2023 | 2019 2020 2021| 2022|2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 2 5 6 7 & 9 10 ir 12 13 | 14 15 Er s 18 19

Indeks
1. E,i{g‘ﬁ‘;;?;}m 87 |90 |92 | 93 | 94 |77,14|78.96|78,63|80,50|78,17 |86,66 87,73 | 85,46 | 86,65 83,15

Sumsel

Persentase

Kabupaten/K
2. | otaTanpa 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Konflik (Zero

Conlflik)

Indeks
3. gﬁmk““a“ na | na | na na na |72,39|68,79|67,05|80,59 | 76,02 (72,39 (68,79 | 67,05 | 80,59 | 76,02

mat Beragama

(IKUB)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

2.4

Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa

- o o o o

5 0

. Organisasi Masyarakat

. Penghayat Kepercayaan

Lembaga Swadaya Masyarakat
. Partai Politik

Forum Komunikasi Umat Beragama

Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
. Dinas/Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka

kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti :

1. DPRD
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2.5.

2. Kepolisian Resort
3. Komando Distrik Militer
4. Kejaksaan Negeri

5. Pengadilan Negeri

Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang
keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,
sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah  diuraikan
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab,
Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang
menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah.
Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang
terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna

menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan  pembangunan daerah yang
berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan
pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.8 tersebut maka isu

strategis Badan Kesatuan dan Politik adalah sebagai berikut :

RENSTRA 2025-209 Bakesbangpol Povinn SUMSEI



BAB II1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh
organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya
sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran
ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan
sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai
pada tahun 2025-2029.

Mengacu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera
Selatan, adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik dan Mempertahankan Stabilitas Sosial”. pada Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2025-2029
- TARGET TAHUN
SASARAN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik
1. | Menguatnya | Mempert | 1.Meningkatkan | 1.1. Indeks
Toleransi di ahankan Pendidikan Demokrasi
Masyarakat Stabilitas Politik di Indonesia
Sosial Masyarakat (DY) 81,79 | 82.48 | 83.65 | 84.45 | 85.13 | 85.73
Sumatera
Selatan
2. Penguatan 2.1. Indeks
Ketentraman Kerukuna
di Masyarakat n Umat 78.01 | 78.15 | 78.35 | 78.85 | 78.85 | 79.10
Beragama
{IKUB)
2.2, Indeks
Harmoni
Indonesia 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0
(THAI)




Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-
2029, maka gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Perangkat

Daerah sebagaimana gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah

- S W WS S R R em S S SR S W e e

RENSTRA

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Organisasi
Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi
dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi
Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan
dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan f’olitik Provinsi
Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
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pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar
tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran
yang telah ditentukan.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan
sasaran yang meliputi penetapan Kkebijakan program yang
diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah
menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima)
tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Adapun Strategi dan
arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029

dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.2.
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Tabel 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mempertahankan . Meningkatkan Pendidikan Politik di | 1. Meningkatkan peran serta pemerintah dan | 1. Peningkatan Pendidikan Politik dan Etika Politik di
Stabilitas Sosial Masyarakat masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan Masyarakat

bernegara
. Penguatan Ketentraman di |1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam |1. Peningkatan Penguatan Komitmen Toleransi
Masyarakat mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Pembinaan dan fasilitasi FKUB
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam |3. Pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran
mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan Kebangsaan (FPK)
4, Peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan
3. Melakukan Pembinaan Sosialisasi dan masyarakat
Fasilitasi ORMAS, LSM dan LNL 5. Pembinaan dan fasilitasi Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK)
4. Meningkatkan konsolidasi sosial masyarakat |6. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
dalam berbagai sektor untuk menjaga dikalangan masyarakat
Stabilitas Kamtibmas 7. Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM)
8. Pembinaan dan monitoring terhadap
ORMAS/LSM diwilayah Provinsi Sumsel
10. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Provinsi Sumatera Selatan
11. Pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM)
12. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
di Provinsi Sumatera Selatan
13. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran
seni lintas budaya dalam Provinsi Sumsel
14. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA)




3.3. Tahapan Pembangunan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan
jangka menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan dalam
lima tahun ke depan. Dalam konteks pemerintahan daerah,
penyusunan Renstra setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
memiliki peran vital dalam memastikan tujuan pembangunan daerah
dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan utama
adalah menyusun Renstra tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas
dokumen tersebut. Adapun tahapan pembangunan lima tahun
kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat

dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :
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Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3

TAHAP | TAHAP Il TAHAP | TAHAP I Tﬂ;HAP |
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
1 2 3 4 5
. Pembuatan Aplikasi SI-ORMAS . Penerapan Aplikasi Si-ORMAS untuk Sosialisasi Aplikasi Si-ORMAS Penggunaan Aplikasi Si- Peningkatan Bantuan Keuangan

dalam rangka meningkatkan
pelayanan Keormasan.

. Peningkatan ORMAS yang ber

STL

. Penguatan Parpol melalui
Bantuan Parpol untuk
meningkatkan pendidikan
Politikdan Etika Budaya Politik
. Menyelenggarakan Sosialisasi
kebijakan terkait Pembauran
Kebangsaan

. Menyusun Program kerja FKUB
. Integrasi materi tentang bahaya
narkoba dalam kurikulum
pendidikan sekolah

membuat atau memudahkan dalam
Pengelompokan data ORMAS

. Sosialisasi tentang Alur pembuatan

STL dan SKT bagi Ormas

. Pengumpulan data seluruh Parpol
. Penyusunan kebijakan pembauran

kebangsaan

. Penguatan FKUB
. Penguatan pengawasan terhadap

masyarakat tentang PAGN serta kerja
sama dengan instansi terkait

Memaksimalkan layanan publik
dan pengelolaan dana hibah
Memfasilitasi, membina, dan
mengoordinasikan
penyelenggaraan pembauran
kebangsaan

Memfasilitasi penegak hukum
terhadap PAGN

ORMAS

Meningkatkan Koordinasi dan
kerjasama antar FKUB dan
Pemerintah dan Daerah
Kabupaten/Kota se-Sumsel
Meningkatkan
Pemberantasan dan P4GN
Meningkatkan Koordinasi dan
kerjasama antar
FORKOPIMDA
Kabupaten/Kota se-Sumsel

Parpol

Menjaga Persatuan dan
Kesatuan Bangsa di tengah
keberagaman Suku, Agama,
Ras, dan Antar golongan
Mensosialisasikan peraturan
perundang-undangan
khususnya terkait dengan
hubungan antar umat
beragama

Mensukseskan PEMILU dan
PILKADA Serentak Tahun 2030
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4.1.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Permusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara
menyeluruh yang akan dilakasanakan oleh setiap Badan, Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu
elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan vang telah
ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam Kegiatan dan Sub
Kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri 90
Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan inventarisasi
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan
Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil
verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang
membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan program-program sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2025-2029. Proses perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dilakukan dalam
beberapa tahap sebagai berikut :

Bagan 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RENSTRA PD




Penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2025-2029, Tujuan dan Sasaran serta dengan mensinergikan

kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera

Selatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terdapat 6 (enam) program,

sebagai berikut :

1.
2
3.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik;

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan;

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya;

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Perumusan Program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel

4.1 berikut ini :
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Tabel
MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NSPK DAN SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8
Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Meningkatnya Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan
ketahanan ekonomi, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
sosial, dan budaya Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
masyarakat Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Dilaksanakan

Meningkatnya Persentase Kebijakan di Bidang 1. |Program Pembinaan dan Pengembangan Ketshanan
Ketahanan ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial, Budaya

sosial, budaya Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
masyarakat Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Dilaksanakan

Tersusunnya Kebijakan Teknis  [Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan  |1.1 |Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
dan Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sosial dan Budaya

1.1.1 [Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasiliasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

1.1.2 |Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sesial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penvalagunaan
Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragima dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.1.3 |Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bideng
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budava dan Faslitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasiliasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

1.1.4 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penczgahan
Penvalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuran
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah
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Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penvalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Dacrah

Meningkatnya
kesadaran masyarakat
akan ideologi Pancasila
dan karakter
kebangsaan

Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter
bangsa

Terlaksananya Perumusan

Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang ldeologi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

2.1

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhincka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhincka
Tunggal Tka dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhincka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhincka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,

Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran
Kebangsaan, Bhincka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

2.1.6

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakal, Berbangsa, dan
Bernegara

Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas
kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
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Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka

2.1.9

Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila

2.2.0

Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka
Duta Pancasila

221

Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Meningkatnya
Penanganan Konflik
Sosial

Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganen
konflik sosial

Tersusunnya Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

JumlahKebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

31

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

3.11

Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

3.1.2

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidanz
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.13

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Biding
Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta
Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
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Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi

Meningkatnva
Pendidikan politik
di masvarakat

Indeks Demokrasi Indonesia

Optimalnva
Peningkatan etika
dan budaya politik

Persentase Pendidikan Politik pada kader
partai politik

=

Program peningkatan peran partai politik dan
lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika
serta budaya politik

Tersusunnya Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fastlitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan danPartai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Dacrah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi.
Fasilitas iKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Dacrah, serta Pemantauan Situasi
Politik

4.1.1

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Dacrah

4.1.2

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika
Budava Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dacrah

4.1.3

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bideng
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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4.1.4

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budava Politik, Peningkatan Demokrasi, Faslitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dacrah

Meningkatnya
Ketertiban
Organisasi
Kemasyarakatan

Persentase Organisasi Kemasyarakatan
yang aktif

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Tersusunnya Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5.1

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

b By 8

Sub Kegiatan Penyusunan program kerja dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas asing di dacrah

5.1.2

Sub Kegiatan Penyusunan bahan perumusan
kebijakan dibidang Pendaflaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Omas
asing di dacrah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibideng
Pendaftaran Ormas, Pemberdavaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evalvasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdavaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ommas
Asing di Daerah
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NSPK DAN SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8
eningkatnya Tata  |Meningkatnya Kualitas Tata 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Kelola Organisasi  |Kelola Perencanaan. Evaluasi, Daerah Provinsi
Perangkat Daerah dan Pelaporan (PEP) Perangkat
Indikator : Dacrah
Persentase Indikator :
Pemenuhan Layanan |Persentase Dokumen PEP vang
Kinerja Perangkat  |tersusun
Daerah
6.1 |Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
' Daerah
i_ 6.1.2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
I 6.1.3 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
. RKA-SKPD
[ 6.1.4 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.1.5 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.1.6 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.1.7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah
6.1.8 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah
6.1.9 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik
Sektoral Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata 6.2 |Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Kelola Penganggaran dan Daerah
Keuangan Perangkat Daerah
Indikator :
Persentase Dokumen
Penganggaran dan Keuangan
vang Tersusun
6.2.1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.2.2 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6.2.3 |Pclaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikssi
Keuangan 3KPD
6.2.4 |Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
6.2.5 |Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
6.2.6 |Pengelolaan dan penyiapan baban tanggapan

pemeriksaan
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Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
Tulanan/triwulanan/semesteran, SKPD

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran

Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Kepegawaian

Indikator :

Persentase Pelayanan
Kepegawaian yang Terlaksana

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

6.3.1

Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

6.3.2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

6.3.3

Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

)]

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi
kepegawaian

6.3.5

Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinetja pegawai

6.3.6

Pemulangan pegawai yang pensiun

6.3.7

Pemulangan pegawai yang meninggal dalam
melaksanakan tugas

6338

Pemindahan tugas ASN

6.3.9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Funssi

6.4.0

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

6.4.1

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

6.4.2

Bimbingan, teknis implementas peraturan perundang-
undangan

6.4

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.4.1

Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

6.4.2

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.4.3

Penvediaan peralatan rumah tangga

644

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.4.5

Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaen

6.4.6

Penvediaan Bahan Bacaan Dan, Peraturan Perundang-
Undangan

6.4.7

Penvediaan bahan/material
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6.4.8

Fasilitasi Kunjungan Tamu

6.4.9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

6.5.0

Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

6.5.1

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

6.5

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyvurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik

6.5.3

Penyediaar jasa peralatan dan perlengkapan kantor

654

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator

Meningkatnya kualitas Tata
Kelola BMD Perangkat Daerah

Persentase Jenis Tata Kelola
BMD Terlaksana

6.4

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

6.4.1

Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik
dacrah SKPPD

6.4.2

Pengamanan barang milik daerah SKPD

6.4.3

Koordinasi dan penilaian barang milik dacrah SKPD

6.4.4

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian barang
milik dacrah pada SKPD

6.4.5

Rekonsialisasi dan penvusunan laporan barang milik
daerah pada SKPD

6.4.6

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

64.7

Pemanfaatan barang milik dacrah SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau
lapangan

N

Pengadaan alat besar

Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor

=
hfnlia
= |

(=)
N

Pengadaan mebel

o
h

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnva

N
Al
-

Pengadaan aset tetap lainnya

-3

N
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6.5.8

Pengadaan aset tetap tak berwujud

6.5.9

Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

6.6.0

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnva

6.6.1 |Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor atau bangunan lainnya
6.6 |Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.6.1 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak KKendaraan perorangan Dinas atau
Kendaraan dinas Jabatan
6.6.2 |Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau
lapangan
6.6.3 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau
Kendaraan dinas Jabatan
6.6.4 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan alat besar
6.6.5 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor
6.6.6 |Pemeliharaan mebel
6.6.7 |Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
6.6.8 |Pemeliharaan aset tetap lainnya
6.6.9 |Pemeliharaan aset tak berwujud
6.7.0 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
: Bangunan Lainnya
| 6.7.1 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
’ Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.7.2 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.7.3 |Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah
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4.2.

Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan
indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana
strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan
misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator
kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik
kuntitatif maupun kualitatif.

Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya
perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan penyempurnaan
maupun penyesuaian Program dan Kegiatan di dalam Renstra OPD
guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan

kegiatan didalam Renstra dapat dilihat di dalam tabel 4.2 berikut :




Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG
URUSAN/PROGRAM/OUIZOME/KEGIAT |  INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELINE 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030 KET.
AN/SUBKEGIATAN OUTPUT
Target Rp. (000,-) Target Rp, (000, Target Ryp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Ep. (000,-) Target Rp. (000,-)
4 ! s 3 il 3 RS s 10 ] iz i3 i 16 B i7 18 i9
Unsur Pemerintahan Umsn
Hesatuan Bangsa dan Polsik
Program Pennnjang Urssi Peracatasy P han Lay: 100% 100% 14,860,594, 100% 13,416,570,000 100% 13,822,261,856 100% 14,381,498,580 100% 18,1385 ,568,675 100% 16,108,348,096
Keglatan P ggaran, |Jumlah Dok ¥ 7 Dok 7 Dok 335,000,000 | 7 Dokumen 278,000,000 | 7 Dokumen 354,930,856 | 7 Dokumen 360,000,000 | 7 Dokumen 390,000,000 | 7 Dokumen 530,000,000
dan Evaluas{ Kinerju Prangkat Daerah | Perangkat Dacrah
« Peny Dok P Jumlah Dekumen Perencanaan 1 Dok 1 Dok 250,000,000( 1 Dokumen 154,700,000 [ 1 Dokumen 162,930,856 1 Dokumen 163,000,000 1 Dokumen 180,000,000| 1 Dokumen 200,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dok Jumlah Dk RKA-SKPD dan 1 Dak 1 Dol 15,000,000 1 Dokumen -| 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,900 | 1 Dokumen 15,000,000| 1 Dokumen 20,000,000
REA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen FRA-SKPD
« Koordinasi dan Penyusy Dok Jumlah Dokumen Perubahan REA- 1 Dok 1 Dol 15,000,000] 1 Dokumen = 1 Dokumen 15,000,000( 1 Dokumen 15,000 000 1 Dokumen 15,000,000] 1 Dokumen 20,000,000
Perubahan REA-SKPL SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Petyusunan Dokumen Perubahan REA-
SKPD
- Koordinasi dan Penyusinan DPA- Jumlah Doktimen DPA-SKPD dan 1 Dok 1 Dab 15,000,000 1 Dokumen -] 1 Dokumen 15,000,000| 1 Dokumen 15,000,000 | 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 20,000,000
SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyuspnan Jumlah Dolkumen Perubahan DPA- 1 Dak 1 Dok 15,000,000 1 Dokumen -1 1 Dekumen 15,000,000] 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 16,000,000| 1| Dokumen 20,000,000(
Perubahan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubshan DP/f
SKFD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Capaian Kinetja dan 1 Laporan | Laporan 25,000,000 | Laporan 86,000,000 1 Laporan 87,000,000 1 Laporan 89,000,000 1 Laporan 90,000,000 1 Laporar, 150,000,000
Capaian Kinerja dan [chtisar Realisani [Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laparan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Copaian Kinerja dan [khtisar
Realisusi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlsh Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 34,300,000 1 Laporan 45,000,000 1 Laporan 48,000,000 1 Laporan 60,000,000 | Laparar, 100,000,000
Pernngkat Daerah
= Peluksanaan Pengumpulan Data {Jumlnh Deta Stattintik Sektoral Daeray 0 Dokumen 1 Dnta - 1 Data 1 Data - 1 Data - 1 Data . 1 Data -
Statistik Sektoral Darrgh
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung [Jumlah Walidata Pendulung Stattistil 0 Dokumen 1 Dokumen -] 1 Dokumen =1 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dekumen 1 Dokumen -
Sratistik Sektoral Dasah Saktoral Deerah
gl Admini: i g F pelay dmini i 100% 100% 6,757,306,000 100% 8,138,987,000 100% 8,188,987,000 100% 8,203,987,000 100% 8,208,000,000 100% 8,358,000,000
Peranghkat Daerah k P ghat D: h
- P i Gaji dan ASN  |Jumlah Orang vang Menerima Gaji dan | 44 Orang/Bulan 53 6,002,306,000 53 7/463,987 000 53 7,663 987,000 53 7,678,987 000 | 53 Orang/Bulan 7,680,000,000 53 7,800,000,000
Tunjungan ASN Grang/Bulan Crang/Bulan Orang/Bulan, Orang/Bulan Orang/Bulyn
= Penved Ad i Pelal Jumlah Dokumen Hasil Penyedinan 1 Dokumen 1 Dokumen -| 1 Dokumen -| 1 Dokumen - 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 20,000,000
Tugas ASN Administrapi Pelaksanann Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausihaan dan Jumilah Dok P 1 clan 1 Dok 1 Dok 650,000,000| 1 Dokumen 400,000,000 I Dokumen 415,000,000 1 Dokumen 400,000,300 1 Dokumen 400,000,000 1 Dakumen 400,000,000
Pengujinn/ Verifikasi £ SKPD |F jian; Verifilkasi K SKPD
~ Koordinasi dan pelakse naan Akuntansi|Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dok 1 Dok 70,000,000 1 Dokumen 40,000,000 | 1 Dokumen 45,000,000] 1 Dokumen 45,000,000 1 Dokumen 45,000,000 1 Dokumen 50,000,000
SKPD Pelaksanasn Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan  [Jumlah Leporan Keuangan Akhir Tahypn 1 Laporan | Laporan 20,000,000 1 Laparan 20,000,000 1 Laporan 20,000,000 I Laparan 20,000,200 1 Laporan 20,000,000 1 Laporan 25,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Peny Laporan K gan Akhir
‘Tahun SKI'D
- Pengelolaan dan penyinpan bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen | Dokumen -1 1 Dokumen -| 1 Dokumen 30,000,000( 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 20,000,000
tanggapan pemeriksan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemerikaann
- Koordinasi dan penyusunan laporan  [Jumlah Loporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan I Laporan 15,000,000 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 15,000,000 1 Laporan 20,000,000
keuangan Triwulanan /Semesteran SKPD dan
Tulanan/triwulanan fssmesteran SKPD| Lapormn Koordinasi Penyusunan
Laparn Kiuangan
Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKFD
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- Peny pelag dan analisi Jumlah Dokumen Pelaparan dan Dokumen Pokumen -1 1 Dokumen -1 1 Dekumen - 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000] 1 Dokumen 20,000,000
prognosis realisasi anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Heglatan Administrasi Sarang Milik Persentas: Administrasi barang milik 100% 100% - 100% - 100% - 100%: 20,000,000 100% 30,000,000 100% 50,000,000
Daerah pada Perangkat Dacrah dnerah Perangkat Dacrah
- Penyusunan perencarsan kebutuhan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dok 1 Dal -] 1 Dekumen -| 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen <
barang milik darrah S.PD Milik Dasrah SKPD
- Pengamanan barang m ik doerah Jumlah Dekumen Pengamanan Barang 1 Dokumen 1 Dokumen -1 1 Dekumen -| 1 Dokumen - 1 Dokumen 20,000,500 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 50,000,000
SKFD Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan penilasn barang milik |Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang 1 Laparan | Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laparan - 1 Laporan
daerah SKPD Milik Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaion Barang Milik Dasmh SKPD
- Pembinaan, Pengawasin, dian Jumlah Laporan Hasil Pambinaan, 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan *
Pengendalian barang nilik daerah pada) Penga dun Pengendalian Barang,
SKPD Milik Daerah pada SKPD
- Rek inlisasi dan peny Jumlah Laporan Rel ilingi dan 1 Laporan | Laporan - | Lapotan * 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - I Laporan -
laporan barang millk caerah poda Penyusunnn Laporan Barang Milik
SKPD Daerah pada SKPD
- Penatausahaan barang milik daerah  [Jumlah Laporan Penatausahaan Barasg) 1 Laparan | Laporan - 1 Laporan -] 1 Laporan - 1 Laporan . I Laporan . 1 Laparan =
pads SKPD Milik Daerah pada SKFD
- Pomanfaatan barang wilik dagrah Jumlab Dol Hasil P fi t Dk 1 Dtk -] 1 Dokumen -] 1 Dokumen 1 Dokumen < 1 Dokumen ={ 1 Dokumen -
SKPD Barnng Milik Daerah SKPD
¢ Administrasi e pegawal Persentass Pelay Administrasi 100% 100% 348,340,000 100% 270,000,000 100% 220,070,000 100% 295,000,000 100% 300,000,000 160% 340,000,000
Perangkat Daerah Kepeguwalan Perangkat Dacrah
- Peningk sarnna dan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 0 Unit 0 Unit - 11 Unit - 11 Unit - 1l Unit - 11 Unit . 11 Unit -
disiplin pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
« Pengadann Pakaian Dnas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 1 Paket 1 Paket 245,340,000 1 Pkt 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1) Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paknt 200,000,000
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
= Pendataan dan pongehla,nn Jumlah Dokiumen Pendatann dan 0 Dal 0.Dok = 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen . 1 Dokumen »
administrasi kepegawsan Pengolahan Administrasi Kepegawai
- Koordinasi dan pelaksnaan sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 0 Dol 0.Dal - I Dokumen =1 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 25,000,100 1 Dokumen A0,000,000 1 Dokumen 50,000,000
informasi kepegawaian Pelnk Siatem | i
Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi,dan penilaian  [Jumilah Dok M. ing, E ! 0 Dok 0.Dak 1 Dokumen -1 1 Dokumen - 1 Dokumen -l 1 Dekumen -1 1 Dokumen -
kinerja pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawni
- Pemul pegawai fang p Jumlah Pegawnl Pensiun yang 0 Orang 0 Orang - 2 Orang 2 Orang - 2:0rang - 2 Orang - 2 Crang -
Dipulanglean
- Pemulangan pegawai jang meninggal  [Jumlah Leporan Hasil Pemulangan 0 Laporan 0 Laporan - | Laporan 1 Laporan - I Laporan - 1 Laporan - 1 Laparan -
dalam melaksanakan tgas Pegawai yang Meninggal dalam
askinanslian Tapes
- Pemindahan tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 0 Orang 0 Orang - 3 Orang - 3 Orang - 2)0rang - 3 Orang - 3 Orang -
- Pendidikan dan Pelatihan Pogawai Jumlah Pegawal Berdasarkan Tugas 1 Orang 1 Oriang 100,000,000 3 Orang 70,000,000 5 Orang 70,000 €,Crang 70,000,900 7 Orang 70,000,000 B Orang 90,000,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Funge; yang Mengilouti Pendidikoan
dnn Pelatihan
- Sosialisasi p F {ang: |Jumlah Crang vang Mengikut 0 Orang 0 Orang - 80 Orang - 80 Orang - B0 Orang 80 Orang - 80 Orang.
undangan Sosialisasi Pernturan Perundang-
Undangan
- Bimbingan teknis imp Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang 0 Orang - 3 Orang - 3 Omang - 2:0rang 4 Orang - A Orang o
peraturan perundangt pdang Bimbingan, Teknis s
Peraturan Peruncang-Und
Kegiatan Administrasi Umum ¥ pelayanan administrasi 100% 100% 1,470,000,000 100% 1,155,000,000 100% 1,195,000,000 100% 1,205,000,000 100% 1,295,000,000 100% 1,335,000,000
Perangkat Daerah umum Perangkat Daecrah
- Penyedi Kompanen | I Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 125,000,000
Listrik/Penerangan Baggunan Kantor | Listrik/Peterangan Bangunan Kantor
yang Dised jakan
= Penyediann peralatan dan Jumlah Peket Peralatan dan Paket Prleet = 1 Pakot 1 Paket 10,000,000 1) Paket 20,000,000 1 Paket 20,000,000 1 Paket 25,000,000
periengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang Disedinkan
- Penyediaan peralatanmmah tangga | Jumlsh Puket Peralatan Rumah Tangga Paket Paket . 1 Paket - 1 Paket 10,000,000 1j Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 15,000,000
yang Disec jakan
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- Penyediaan Bahan Logstik Kantor Jumlsh Paget Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1 Paket 400,000,000 1 Paket 100 000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000
yang Dised jnkan
- Penyedinan Barang Cetakan dan Jumlah Paget Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000
Penggandaan Penggandsan
yang Disec jakan
- Penyedinan Bahan Bacian Dan Jumlnh anumen Bahan Bacaan dan 1 Dok 1 Dok 35,000,000| 1 Dokumen 15,000,000 | 1 Dokumen 15,000,000] 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000| 1 Dokumen 20,000,000
Peraturan Perundang- ndang g-Undangan vang
D.iledhkml
- Penyedinan bahan/mewerial Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1y Paket - 1 Paket - 1 Paket -
Disediakan
- Fasilitasi Kunjungan “amu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Laporan Laporan - | Laporan - | Laporan 10,000,000 1 Laporan 10,000,000 1 Laporan 10,000,000 1 Laporan 15,000,000
Tumu
- Penyelengg Rapey Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat| 1 Laporan I Laporan 810,000,000 1 Laporan 525,000,000 1 Laporan 525,000,000 1 Laporan 525,000,000 1 Laparan 525,000,000 1 Laporar, 600,000,000
Konsultasi SKPD Koordinasi;dan Konsultasi SKPD
- Pe haan arsip in pada Jumlah Dekumen Penatausahaan Arsip Dk ok -| 1 Dokumen -| 1 Dokumen 10,000,000 | Dokumen 10,000.000| 1 Dokumen 100,000,000| 1 Dokumen 15,000,000
SKPD Dinamis padn SKPD
. Dukungnu Pelakeanau Sistem Jumlah Dekumen Dukungan 1 Dokumen 1 Dalumen 25,000,000| 1 Dokumen 15,000,000 [ 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 | Dokumen 15,000,000( 1 Dakumen 20,000,000
Pemer Berbasis Elel il Pelik Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbusis Elektronik pada SKPD
thn Pengudann Buang m Jumlah mm barang mﬂ& 28 Jenis 28 Jenis 1,497,948,000 285 Jenis £00,000,000 28 Jenis 885,691,000 25 Jenis 600,691,080 28 Jenis 1.412,982,675 28 Jenis, 1,998,768,096
1jang Urasin P dnerah p i P
Mah daerah
» Pengad Kendaraarn P Jumlah Uml Kendarnan Perorangan Unit 2 Unit 797,948,000 2 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 4 Unit 827,291,675 11 Unit 1,410,074,096
Dinas atau Kendaraar Dinas Jal Dinans atiu I Dinas Jab
yang Disecd jnkan
- Pengadann Kencaraar Dinas Jumlsh Unit Kendaraan Dinas Unit Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit . 1 Unit -
operasional atau lapasgan Operasional atau Lapangan yang
Dimesdiakan
- Pengadaan alat besar |Jumlah Unit Alat Besar yang Unit Unit . Unit - Unit - Unit - Unit - Unit .
Dinsdialons
- Pengaduan alat anghkutan darat tak Jumlah Unit Alat Anghkutan Darat Tak Unit Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit -
bermotor Berinotor vang Disediakan
- Pengadaan mebel Jumlah Paket Mobel yang Disediakan Paket Paket . 1 Paket - 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Upit Peralatan dan Masin 25 Unit 36 Unit T00,000 000 40 Unit 300,000,000 40 Unit 300,000,000 40 Unit 300,000,000 40 Unit 300,000,000 40 Unit 300,000,000
Lainnyn Lainnya yang Disediakan
-+ Pengadaan aset tetap linnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Unit Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit -
Disedinkar
- Pengadean ase! tetap tak berwujued Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Unit Unit B Unit - Unit 35,691,000 Unit 50,691,550 Unit 35,601,000 Unit 35,691,000
Dimediakan
- Pengadaan gedung kenjor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Unit Unit . 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit -
bangunan lainnya Bangunan Lainnya vang Disediakan
- P e sarana dan p Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Unit Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit -
Mung kantor atau bmgunnn lninnys |Gedung Kentor atau Bangunan Lainnya
yang Disec jnkan
- Pengad sarana day p lJumlah Unit Sarana dan Prasarana Uit Unit - 1 Unit - 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000
pendukung gedung kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
bangunan lainnys Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jaga P jang | P penyedinan jasa 100% 100% 2,270,000,000 100% 1,827,583,000 100% 1,827,583,000 100% 1,927,583,000 100% 1.827,583,000 100% 1,827,583,000]
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan Pemerintah Daersh
+ Penyedinan Jasa Surat Meny F fiann Jusa Surat Menyurat 1 Laparan 1 Laporan 20,000,000 1 Laporan 20,000,000 1 Laporan 20,000,000 1 Laporan 20,000,500 1 Laparan 20,000,000 1 Laporar, 20,000,000]
- P di Jasa K ik I finny Jasa K kasi, Sumk 1 Laporan 1 Laporan 450,000,000 1 Laporan 150,000,000 1 Laporan 450,000,000 1 Laporan 450,000,000 1 Laporan 450,000,000 1 Laporar, 450,000,000
Diva Air Dan Listrik Dnyn Air G Listrik
- Penycdiaan jasa peralian dan Penyedinny jasa peralatan dan Laporan Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan 100,000,000 Laporan Laporan -
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umuim Penyediaag Jasa Pelayanan Umum 1 Laporan 1 Laporan 1,800,000,000| 1 Lapomn 1,357,582,000 | | Laporan 1,357,583,000| | Laporan 1,357 583,000 I Laporan 1,357,583,000 I Laporar, 1,357,583,000
Kantor HKantor
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HKegiatan Pemeliharaan Sarang Milik Persentass pemeliharaan barang 100% 100% 2,185,000,000 100% 1,450,000,000 100% 1,450,000,000 100% 1,769,237,000 100% 1,67%,000,000 100% 1,675,000,000
Daerah Penunjang Urnsin ‘milik Daemah
Pemerintahan Dacrah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |Jumlah Kendarann Perorangan Dinas 17 Unit 17 Unit - 17 Unit - 17 Unit - 17 Unit - 17 Unit - 17 Unit -
Pemeliharnan, dan Paaik Kend n |utau Kend Dinas Jat yang
P Dinas atay Kend Dipelibars dan Dibayarkan Pajaknye
dinan Jabatan
- Penyedinan Jasa Pemelitharsan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 13 Unit 13 Unit 1,275,000,000 13 Unit 1,300,000,000 13 Unit 1,000,000,000 12 Unit 1,000,000,000 13 Unit 1,000,000,000 13 Unit 1,000,000,000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizi atau Lay yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas opemnsional atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
lnparigan
- Penyediaan Jasa Pemeliharnan, Biaya  [Jumlah Alst Besar yang Dipelihara dan Unit Unit - Unit - Unit - Unit - Unit . Unit =
Pemeliharman dan Persinan alat besar | Dibayarkan Perizinannyn
- Penyedinan Jasa Pemelih Biaya [Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Unit Unit . Unit - Unit - Unit - Unit . Unit -
Pemeliharaan dan Perzinan alat Bermotor vang Dipelihara dan
angkutan darat tak bermotor Dibayarkan Perginannya
- Pemeliharann mebel [Jumlah Mabel yang Dipelihara Unit Unit - 30 Unir - 30 Unit - a0 Unit . 30 Univ 30 Unit =
~ Pemelihnraan peralatan dan mesin Jumlah Pegalatan dan Mesin Lainnya Unit Unit - 20 Unit = 20 Unit - 20 Unit - 20 Unit 20 Unit -
lminnyn yang Dipeliham
+ Pameliharann aset tetay lainnyn Juminh Asgt Tetap Lainnya yang Unit Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit -
Dipelihara
+ Pemeliharann aset tak yerwujued Jumlah Aset Tak Berwujud yang Unit Unit - Unit - Unit - Unit 25,000,100 Unit 25,000,000 Unit 25,000,000
Dipelihara
- Pemeliharann / Rehabiijmas Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit T60,000,000 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000,000 | Unit 350,000,500 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000,000
Kantor dan Bangunan jainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas)
- Pemeliharaan/Rehabiitasi Sarana dan [Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Unit Unit - 3 Unir 150,000,000 3 Unit 150,000,000 3 Unit 120,000,300 3 Unit 180,000,000 3 Unit 150,000,000
Prasamna Gedung Kanjor atau Kantot atau Bangunan Lainnys yang
Bangunan Lainnya Dipelihara ! Direhabilitasi
- Pemeliharann/Rehabilitasi Sarana dan [Jumlah Sarana dan Prasarana 21 Unit 80 Unit 150,000,000 2 Unit - 2 Unit - 3 Unit - 2 Unn 200,000,000 2 Unit 100,000,000
Pra pendukung Gedung Kantor | Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilitasi
+ Pameliharaan/Rehabilitasi tanah Luas Tansh yang Dilakukan Ha Ha - Ha » Ha - Ha 274,237 000 Han - Ha 100,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
E PP = = 0 e % 20
Program Penguatan ldeologi P i kupan Heng i 60% &%, 8,037,142,774|  70% 8,080,000,000 78% 5,333,609,650 80% 5,445,386,546 85% 5.730,874,108 90% €,099,204,814
dan | ) g Pancusila dan Kar Hebung:
Keglatan P {ehijakan Teknis |Jumlsh Dokumen Perumusan 11 Dok 8 Dok 8,037,142,774 | 6 Dokumen 5,080,000,000 | 6 Dokumen 5,233,609,650 | 6 Dokumen 5,445,356,946 | 6 Dokumen 5.730,874,108 | 6 Dokumen 6,099,204,814
dan P Pelak Bidang bijakan Teknis dan P p
Ideologi F {la dan v F Bidang Ideologi
Kebangsann F ila dan Karakter Kebang:
- Penyusunan Program kerja di Bidang  |Jumlsh Dokumen Program Kerja di 1 Dokumen 1 Dekumen 500,000,000| 1 Dokumen =| 1 Dokumen -] 1 Dokumen | Dokumen = 1 Dokumen 350,000,000
Ideologi Wawasan Kebengsaan, Bela | Bidang Ideologi W Kebang
Negars, Karakier Bangia, Pembauran | Bela Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan | Pembauray Kebangsaan, Bhineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejurah Kebangsann
yang Disusun
- P Kehijakan Teknis di Bidang|Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang 1 Dokumen 1 Dokumen 554,208,000 | Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen 265,518,108| 1 Dokumen 303,848,000
ldleologi Wawasan Kebepgsaan, Bela | ldeclogi Wiwasan Kebangsaan, Beln
Negarn, Karakter Bangsa, Pembauran | Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinelks Tunggal lka dan | Kebangsann, Bhinekn Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan Sejarnh Kebangsaan yang Disusun
- Pelaksanann Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti 250 Orang 250 Orang 462,000,000 250 Orang 250,000,000 | 250 Crang 250,000,000 250 Orang 300,000,200 250 Orang 300,000,000 250 Orang 200,000,000
Ideclogi W Kebeng , Bela | Palak Kebijakan di Bidang
Negara, Karakter Bangia, P Ideolog W Kebang Beln
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan | Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Sejarah Kebangsaan Kebangsansn, Bhineka Tunggal Tka dan
| Sejarah Kebangaaan
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- Pelaksanaan Koordined di Bidang Juml.ah Orang yang M:ngﬂml: 100 Orang 100 Orang 300,000,0600| 100 Orang 130,000,000 [ 100 Orang 180,000,000 100 Orang 200,000,000 100 Crang 200,000,000 100 Orang 200,000,000
ldeologi Wawasan Keltsngsaan, Bela finasidi Bidang ldeologi Wi
Negara, Karakter Banga, Pembauran | Kebangaasn, Bela Negara, Karakter
Kebangeaan, Bhineks Tunggal lka dan |Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Sejarnh Kebangaann Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitorisg Evaluasi dan [Jumiah Laporan Hasil Monitoring 1 Laparan I Laporan 1,020,000,000| 1 Laporan 350,000,000 1 Laporan 350,000,000 1 Laporn 400,000,500 1 Laporan 400,000,000 1 Laporar 400,000,000
Pelaporan di Bidang lesologi Wawasan Evnluaei d:m Pu].npornn i Bidang
Kebangsaan, Bela Nega, Karakter Bala
Bangsa, Pembaumn Kbangsaan, Neg,nm Karakter H-llnss.a Pembauran
Bhineka Tunggal lka cun Sej Bhineka Tunggal Tka dan
Kebangsaan -Sujmh Kebangsaan
- Pemt kan dan Per I Jumlah Dok Hasil Pemk: } 5 Keluarga 50 Keluarga 411,970,774| 1 Dokumen «| 1 Dokumen -] 1 Dpkumen -1 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Karakter Keluarga Meslui P cdan P buhan Karakter Kel
Kesadaran Musvaraks akan Mulalul Prejingkatan Kesadaran
Pentingnya Penghayatn dan kait alean Penti
Pengamualan Pancasils Jalam Semua | Penghayatun cdan Pengamalan Py il
Aspek Kehidupan Bernasynrakat, dllam Ser un Aspek Kehidupan
Berbangea, dan Bernegara Harmasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
= Pembi terhadup o annﬂn Hasil Pambinaan Aktivitas Dl ok =| 1 Dokumen -| 1 Dokumen -| 1 Dpkumen =| 1 Dokumen =| 1 Dokumen =
npankbrak dan Rirnapaskibral btk dan Laporan Hasil
Pambi + Purnapaskibrak
= Pembentukan Paskibngs Jumlah Pagkibraka 50 Crang 50 Orang 4,038 874,000 1 Dokumen 4,350,000,000 | 1 Dokumen 4,A53,609,650| 1 Dokumen 4,395,356,946 I Dokumen 4,395,356,000| 1 Doleumen 4,205, 356,814
- Pc.mbmnm Lanjutan bypada Lapoman Hasil Pembinsan Lanjutan 1 Dok 1 Dak 750,000,000 1 Dokumen -| 1 Dekumen 100,000,000| 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000( 1 Dokumen 150,000,000
Purnapaskibrake Dut, P il kepada Purnapaskibrake Duta
Pancasila
- Pelab tugas Punapaskibrakn l..poq-an H |a|1 Pelukurwm Tugas Dokumen Dpokumen =| 1 Dokumen =] 1 Dokumen -| 1 Dekumen -1 1 Dokumen < 1 Dokumen *
Duta Pancasils Purnag Duta Ps il
= Pengangh Purnapsskibraka Duta  [Jumlah Pumapaskibraka Duta Orang Orang -| 1 Dokumen -1 1 Dokumen =1 1 Dpkumen - 1 Dokumen =] 1 Dokumen -
Pancasila Pancasils
m Peningkatan Pemn Partal WM Pendidikan Politik pada 39% 85% 18,007,525,000 60% 15,593,636,960 65% 16,068,159,228 TO% 16,718,141,600 % 317 591,868,957 80% 18,647,063,098
Pendidikan Politik Dan Pragembangan
Etika Serta Budaya Politik
HKegi P teknis Jmhh Dokumen 6 Dok 6 Dok 15,007,525,000 | & Dokumen 15,593,636,960 | 6 Dokumen | 16,068,189,228 | 6 Dokumen 16,718,141,600 | 6 Dokumen | 317,8591,868,957 | & Dokumen 18,647,063,095
pan pelaks bidang i teknis dan p
pondidikan politik, etiky, budaya pelaksunaan bidang mawhn
politik, peningkatan demokrasi, pnllﬂk. oth, lmdqa pnltth
kelembagnan p inglat i, fanilitasi
perwakilan dan partai yolitik, 1 intuh
pemilihan umum/ pemithan umum pmwum dan partal politik,
kepala daerah, serta pupantauan pemilihan umum/pemilihan umum
situasi politik kepals dacrah, serta pemantauan
situasi politik
- Penyusunan Program berja di Bidang  |Jumlah Dokumen Prowrn Kl!!'j‘ di 2 Dokumen 2 Dokumen 105,000,000| 2 Dokumen 50,000,000 [ 2 Dokumen 250,000,000 2 Dokumen 500,000,000 | 2 Dokumen 500,000,000 2 Doakumen 800,000,000
Pendidilkan Politik, Etka Budaya Eidang ldeologi W ¥
Politik, Ponmgimmn Iit»rnokraul Be].l Ncgnm Komktur Bangsa,
Fasili Bhineka
Perwakilan dan Partai '#olmk Tunwal qu dan Sejl‘lﬂth Kebangsaan
Pemilihan Umum/ Peniliban Umum yang Disusun
Kepala Daerah, serta fymantauan
Situnai Politik di Dusmh
- Penyusunan Bahan Paumusan Jumlah I\rb\mknn Telmu di Bidang 1 Dl 1 Dol 13,022,525,000| 1 Dokumen 14,773,636,960 | 1 Dokumen 14,815,150,228| 1 Dokumen 14,915,14 1,500 1 Dokumen 3115,791,668,957 1 Dokumen 16,000,000,000
Kebijakan di Bidang Feodidikan Politik, | ldeol Bela
Etika Budava !’ohllk Pamn[]uum Negnrn K.arukml Bmgan. Pembauran
Demokrasi, i ka Tunggal Tka dan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partal Sannh Kebangsann yang Disusun
Politil, Pemiliban Unum/ Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi folitik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijaken di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti 150 Orang 100 Orang 250,000,000 150 Orang 120,000,000 | 150 Orang 200,000,000 150 Orang 300,000,000 150 Crang A00,000,000( 150 Orang 600,000,000
Pendidikan Politik, Etka Budaya Pelaksanaun Kebijakan di Bidang
Palitik, Peningleatan Demokrasi, ldeologi Wawasan Kebangsaan, Beln
Fasilitasi Kelembagasn, Pemerintahan, |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Perwakilan dan Partai folitik, Kebangsaan, Bhineks Tunggal Hha dan
Pemilihan Umum/Penilihan Umum Bejarah Kebangsaan
Kepala Dagrah, serta Pamantavuan
Situasi Politik di Dacmb




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG
URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT |  INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELINE 2024 2028 2026 2027 2028 2029 KET.
AN/SUBKEGIATAK OUTPUT
Target Rp. (000,) Target Ry, (000,-] Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Ep. (000, Target Rp. (000,-)
4 5 [ i B L7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti 640 Orang =00 Orang 630,000,000 550 Orang 300,000,000 550 Orang 500,000,000 550 Orang 600,000,000 [ 550 Orang 600,000,0001 550 Orang 600,000,000
Pendidikan Folitik, Etka Huduvu Koordinasidi Bidang ldeclog Wiwasan
Palitik, Peningk Kebang! Bela Neg,nm. Karakter
Fasilitasi Kelemt Premerintal Bangsa, Pem!
Perwakilan dan ana: alinike, Bhineka Tunggal lka dan ‘-,cjsmh
Pemilihan Umum/ Perijihan Umum Kebangsaan
Kepala Dacrah, serta lmantauan
Situasi Politik di Daeril
- Pelaksanaan Manitoring Evaluasi dan  |Jumlah Laporan Hasil Monitoring 1 Laparan 1 Laporan 1,000,000,000| 1 Laporan 150,000,000 1 Laporan 300,000,000 1 Laporan 400,000,000 1 Laporan 400,000,000 1 Laporar, 647,063,095
Pelaparan di Bidang Paodidikan Politik,| Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Fulm Eud.nyn Pulmi( Pamugk.qtan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Pcmenmnhnn Perwakilan dan Partal | Kebangsaan, Bhineln Tunggal lka dan
Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Sajarah Kebangsaan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Folitik di Daerah
Program Pemberdayaan Lin Penge ¥ ganisasi 3,6% 3,8% 2,300,000,000 4,0% 1,361,944,950 4,8% 1,403,127,608 8% 1,489,896,928 5,0% 1.536,443,908 5,8% 1,635,193,149
ganisasi K rakat Kemasyasakatan yang Aktif
Hegiatan P kehijakan teknis |Jumlah dokumen perumusan 5 Dok 5 Dol 2,300,000,000 | 3 Dokumen 1,361,944,980 | 3 Dokumen 1,403,127,605 | 3 Dokumen 1,489,896,928 3 Dokumen 1.836,443,908 | 3 Dokumen 1,635,193,149
dan p polalki bidang |kebijakan teknis dan p
pomberdayaan dan pengs ? pemberday
organisasi kemasynrakitan dan pengowasan organisasi
komasyarikatan
. PunyLIlunm prosmm kerja dlbldmg Jumlah Dokumen Program Kerja 1 Dal 1 Dal 400,000,000 | Dokumen 280,000,000 | 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
Ormas, Ps Dibidang Fenduft Ormas,
Ormn Evaluasi dan Vedinai Bengkcm Pembmdu}un Ormas, Evaluasi dan
COrmas, Pengawnsan Crmas dan Ormas | Mediasi Sengketa Ormas,
asing di dacrah Pengnwasen Ormas dan Crmas Asing di
Daerah yang Disusun
- Penyusunan bahan perimusan Jum[nh Kebijakan I'):hrdms 1 Dal 1 Dok 300,000,000 1 Dokumen 200,000,000 | 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 256,769,928 1 Dokumen 256,769,908| 1 Dokumen A0, OCHD, 000
kebijakan dibidang Pend Ormaa,| P fiarapn Ormas, Pamk
Pemberd; Ormas, Eval dan Ormas, Evaluasi dan Mediasi bﬂnslmh_
Medinsi Sengheta Ormas, Peng Ormus, P Ormas dan Ormas
Ormas dan Ormas asing di daerah Asing di Dnerah yang Disusun
- Pelab Kebijaksn dibidang Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 50 Orang 100,000,000 50 Orang 111,944,950 50 Orang 453,127 605 51 Orang 453,127 300 50 Orang 453,127,000 50 Orang 500,000,000
Pendait Ormas, Prmberday Pelnk Kebijakan Dibid
Crmas, Evaluasi dan Vediasi Sengketa I’euduﬁamﬂ Ormas, Pr.mberdnymn
Crnas, Pengawasan Grmas dan Ormas |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengkets,
Asing di Dasrah Crmas, Pengawasan Ormas dan Orman
Asing di Duerah
. qunkunanu Koardinas dibidang Jumllh Orang yang Mengikuti 200 Orang, 200 Crang TH50,000,000| 200 Orang 300,000,000 | 200 Orang 300,000,000 2C0 Orang 300,000,000 200 Orang 300,000,000 200 Orang 300,000,000
P Ormas, Pamberd fi Dibiclang Pendaf 1
Unnnl‘ Evnlunsi dan Vediasi '-‘kngknlu Ormas, Pemberday Ormas, Evaluas
Ormas, Pengawasan Ormas dan Crmas |dan Mediasi Sengheta Ormas,
Asing di Daerah Pangawasap Ormas dan Ormas Aning (i
Dacrah
~ Pelal n Monitoring Evaluasi dan Jum]ah I.a_mmn Hanil Manituring 1 Laporan 1 Lauporan 780,000,000 1 Laporan 200,000,000 | 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 276,547,000 1 Laporar, 285,193,149
Pelag Dibidang Peuclaf Junsi dan P D|b:d:mg
Ch-mnn Pemberdaynan Ormas, Pendaftarap Ormas, Pemt iy
lunsi dan Mediasi Yeeta Ormas, |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengl
Pensawamn Orinas das Ormas Asing | Ormas, Pengawanan Ormas dan Drrna!.
di Daerah Asing di Duerah
Program Pembi Dln" g P bijakan di Bidang 20% - 20% 3,400,000,000 28% £00,000,000 40% 824,190,496 60% 857,536,527 BO% 902,499,860 100% 960,804,695
H Ekonomi, Sosial, Dan Amyn |Hetah Sosdal, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan P lag 1
Narkotikn, Fasilitasi Herukunan Uit
Beragama dan Penghayat
Kepercaynan di Daerah yang
Dilaksanaian
Kegi P djakan Teknis |Jumlsh dokumen perumusan 3 Dok 3 Dok 3,400,000,000 | 3 Dokumen £00,000,000 | 3 Dokumen 824,190,496 | 3 Dokumen 857,836,527 | 3 Dokumen 902,499,860 | 3 Dokumen 960,504,695
dan P 1ak Bidang |kebijakan teknis dan p
xmhmnmm Sosial dan lak bidang b
Budaya Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Penyusunan Program kerja di Bidang  |Jumiah Dokumen Program Kerja di Doleumen Dokumen -1 1 Dokumen - 1 Dokumen 24,190496| 1 Dokumen 57,536,527 1 Dokumen 102,499.860| 1 Dokumen 160,504 695
Ketahanan Ekonomi, Senial, Budaya  [Bidang Ketehanan Ekonomi, Sosial,
dan Fasilitasi Pencegahan Bu(ln)n dan Fasilitasi P«-uu‘ugahau
Penyslagunaan Narkotka, Fasili Ingunann Narkotil i
Kerukunan Umat Beragama dan I\cruk’unmi Umat Btragams dan
Penghayat Kepercayaa di Daerah Penghayat Kepercayann di Duerah yang
Lrisusun




BIDANG

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

URUSAN/PROGRAM/OUICOME /KEGIAT |  INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELINE 2024 2028 2026 2057 2028 KET.
AN/SUBKEGIATAR OUTPUT
Target Rp. (000,-) Target Rp, (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Ep. (000,7) Target Rp. (000,)
4 8 3 §EEE L] ] 10 11 12 13 14 : 15 16 L 3 18 19
- Peny Bahan Pe Jumlah Kebijakan di Bidang Ketah 1 Dokumen 1 Dokumen 400,000,000 1 Dokwimen 200,000,000 | 1 Dokumen 200,000,000| 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000| 1 Dokumen 200,000,000
Kebijakan di Bidang Ketak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas)
Ekonomi, Sosial, Budea dan Fasilitasi | Pencegshan Penyalagunaan Narkotika,
Pencogahan Penyalaguisan Narkotika, | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Fasilitasi Kerukunan Imat Beragamn  |dan Penghayat Kepercayann di Daerah
dan Penghayat Reperayaan di Deerah |yang Disusun
= Pelaksannuan Kebijaka di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti GO0 Orang £00 Orang 1,500,000,000( 600 Orang 200,000,000 | 600 Orang 200,000,000| 600 Orang 200,000,000 | 600 Orang 200,000,000 600 Orany, 200,000,000
Ketahanan Ekonomi, $ysial, Budaya | Pelaksinaan Kebijakan di Bidang
dan Fasilitasi Pencegehan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Penyalagunann Narkoika, Fasilitasi  [dan Fasilitasi Pencegahan
Kerukunan Umnat Bersgama clan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayam di Daerah Kerukunan Umat Berngamn dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordine di Bidang Jumllh Oung yang Mengikuu 600 Orang 600 Orang 1,200,000,000| 600 Orang 200,000,000 | 600 Orang 200,000,000 600 Orang 200,000,000 600 Crang 200,000,000( 600 Orang 200,000,000
Ketahanan Ekonomi, $ssial, Buday 1l Biclang Ki
dan Fasilitasi Pencegainn Ekcnulm. Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Penvalagunaan Narkoika, Fasilitasi [ Pencegahan lag Narkotih
Kerukunan Umat Berymma dan Fasilitasi Kerukunan Umat Berngama
Penghayat Kepercaynen di Daerah dan Penghayat Kepercayaan di Dacrah
- Pelal itaring Evalunsi dan Jum_].h Laporan Hasil Monitoring, 1 Laporan I Laparan 300,000,000 1 Laporan 200,000,000 | 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporar, 200,000,000
Pelap di Bidang Ketah luasi dan Pelaporan di Bidang
Ekonomi, Sosial, Budvm dan Fasilitasi | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Pnnnugnhm Penyalagsjaan Narkotika, d&n Fuiltln-l Pﬂncegn.hnn
Fasilitasi Kerul Imat B ika, Fasilitasi
dan Penghayat Keperayaan di Dnﬂr.ul: Imrulmua.n Umat Beragama dan
Fenghayat Kepercayaan di Daerah
Program Penlnghatan P |Persentass Konflik Sosial yang 100% 100% 3,807,971,100 100% 1,700,000,000 100% 1,751,404,808 100% 1,822,265,120 100% 1.917,812,201 100% 2,041,073,477
F Kebijakan Teknis |Jumlah dokumen perumusan 4 Dok 4 Doku 3,807,971,100 | 4 Dokumen 1,700,000,000 | 4 Dokumen 1,761,404,808| 4 Dokumen 1,822,265,120 | # Dokumen 1917,812,201| 4 Dokumen 2,041,072,477
dan Pelal kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Hewaspadann lnhnnldan Pemantapan Kewnspadaan Naslonal
Penanganan Konflik Sceial dan Penanganan Konflik Sosial
- Penyusunan Program kerja di Bidang  |Jumlah Dokumen Program Kerja di 1 Dol 1 Dok 250,000,000 Dokumen 200,000,000 Dokumen 200,000,000 Dokumen 200,000.000 Dalkumen 217812201 Dokumen 341072477
Kewaspadaan Dini, Kejasama Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tcmaan Kerja .ﬁnlng dat- lambngn Temng,a Ke.1| Hnlng dan Lembags Asing,
Asming, | Antar Parl antar Negare,
Nuum lellnll F-'r‘-n I Bidang | Fusilitasi Kelembagann Bidang
sertn Panang K il serta P
hqnﬂtk di Daerah Konflik di [Iaerah yang D;uulun
= Peny Bahan P J\lmlnh Kl‘-bij!k!ﬂ cli Bidang 3 Dok 3 Dok 488,064,500 | 3 Dokumen 250,000,000 | 3 Dokumen 250,000,000] 3 Dokumen 250,000,000 3 Dokumen 250,000,000| 3 Dokumen 250,000,000
Kebijakan di Bidang kewaspad Dini, Kerja Sama
Dind, Ki Imelien, P Intelijen, P Ornng Asing,
Ornng Asing, Tsmtg- Kwr;a Asing dan Tr.m-gn l\m;n ﬁalnu dan Lambaga Asing,
ga Asing, K antar Negare,
Perbatasan Antar Nug;p. Fasilitasi F‘urlilul I\mlnmbngnnn Bidang
Kelemt Bidang { e serta P
serta Penanganan Konflik di Daerah I\nnl‘hh di Paerah yang Dlsuaun
- Mnkunun Kﬂhl}ukm di Bidang Jumlah Or‘ng ynrsg Mengikuti 100 Orang 100 Orang 200,000,000| 100 Orang 150,000,000 100 Crang. 150,000,000 100 QOrang 220,861,200 100 Orang 250,000,000 100 Cranyg 250,000,000
inan Dini, Kerj kenn i Bidang
lntul:;zn Pemantauan Drang Asing, Kewuspud-mn Dini, Kerjs Sama
Tenngn Kerja Asing den Laml Orang Asing,
Asing, Kewaspadaan frbatasan Antar '!‘nnaga I\ﬂ]a .Minu dan Lembaga Asing,
Nl:gara. Fasilitasi Kelert Bidang | K | Perb antar Negare,
d sertn e Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Konflik di Daerah Kewnspadaan, serta Penanganan
Konflik di [pnerah
- Pr.-lnkln.nun Koordinesi di Bidang Juml.a.h Orang yang Menglkun 200 Orang 4p0 Orang 1,600,000,000| 200 Orang 300,000,000 [ 200 Orang 300,000,000 200 Orang 300,000,000 200 Crang 300,000,000] 200 Orang 300,000,000
1 Dind, Kesj i Bidang K ¥
Inmluum Pemantauan @rang Asing, Dmi. Kerjn, Sama Intelijen, Pemantaunn
Tenagn Kerja Asing den Lembaga Orang Asing, Tenaga Kerju Asing dan
Asing, Kewnspadaan Ferbatasan Antar |Lembaga Asing, Kewaspadaan
Hnsurn‘ Fna:hnu Kele |bug,uan Bidang Purba!.naan antar Negars, anhr.am
serta F Jemk Bidang Kewasg
Konflik di Daerah sorty Penanganan Konflik di Daerah
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TARGET DAN PAGU I¥DIKATIF TAHUN

BIDANG
URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIAT |  INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELINE 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030 KET.
AN/SUBKEGIATAN OUTPUT
Target Rp. (000,) Target Rp, (000,-) Target Rp. (000,-) ‘Parget Rp. (000,-) Target Ep. (000, Target Rp. (000,-)
4 5 L5 T # 9 10 11 12 13 14 15 16 17 + 18 19
- Pelaksanaan Monitorivg, Evaluast dan |Jumlah Lsporan Hasil Monitoring, 1 Laporan I Laporan 300,000,000| 1 Laporan 100,000,000 1 Laporan 151,404,805 1 Laporan 151,404,120 1 Laporan 200,000,000 1 Laporar, 200,000,000
Pelag di Bidang Kewaspad Evaluasi dan Pelap di Bidang
Dini, Kerjo sama Inteljen, P I pad Dini, Kesja Sama
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan | Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Lemt Asing, K mpad Tenagn Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Perbatasan Antar Negea, Fasilitasi Kewaspadnan Perbatasan antar Negare,
Kelembagaan Bidang & pad Fasilitasi Felembagaan Bidang
serta Penanganan Konlik di Daerah b pad narta P g
Konflik di Daerah
- Pelak Forum Keordi Jumlah Dokumen Hasil Pelak 1 Dol 1 Dok 969,906,600 1 Dokumen 700,000,000 | 1 Dokumen TO0000000( 1 Dekumen 700,000,000 | 1 Dokumen T00,000,000| 1 Dokumen 700,000,000
Pimpinan Daerah Provinsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi
JUMLAH 47,413,232,874 37,982,151,910 39,099,753,640 40,681,698,671 342,814,764,709 45,491,386,326
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4.3.

Subkegiatan Prioritas Dailam Mendukung Prioritas Pembangunan
Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda
pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang
merah/tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan
dalam RPJMD melalui Rencana Program Pembangunan Daerah
tahunan (RKPD).

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya
merupakan program-program unggulan OPD yang paling tinggi
relasinya (leading indicaftors) bagi tercapainya target sasaran
pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu
program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan
program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji
politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan

teknokratis terkait.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu
memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan nasional, dan regional (Propinsi Sumatera
Selatan); pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD);
pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah; dan isu
strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi OPD
dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada
tahun  anggaran 2025 sehingga  masing-masing  prioritas
pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak
dicapai, nama program, OPD pelaksana serta rincian indikasi
kegiatan  prioritas. Prioritas disusun berdasarkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja
keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya,
untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas,
maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.
Adapun subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas

pembangunan daerah dapat dilihat di dalam tabel 4.3 berikut :




Tabel 4.3
Daftar Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO. PROGRAM PRIORTAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET.
(1) (2) (3) (@) (5)
1. |Fasilitasi Pencegahan dan Meningkatnya ketahanan ekonomi, |1. |Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
Pemberantas, Penyalahgunaan |sosial, dan budaya masyarakat pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi
dan Peredaran Gelap Narkotika sosial budaya
(P4GN) dan Prekursor
Narkotika
1.1 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. |Fasilitas Pembinaaan Meningkatnya ketahanan ekonomi, 1.2 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Kerukunan Antar dan Intra sosial, dan budaya masyarakat Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Suku, Umat Beragama, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan Ras Penghayat Kepercayaan di Daerah
dan Golongan
3. [|Fasilitas Tokoh Adat dan Meningkatnya ketahanan ekonomi, |[1.3 |Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang
Budaya sosial, dan budaya masyarakat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya, dan Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
daerah
4. |Tim Terpadu Penanganan Meningkatnya penanganan konflik |2. |Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Konflik Sosial sosial yang di selesaikan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Sosial
2.1 |Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
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NO.

PROGRAM PRIORTAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KET.

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Dialog Kewaspadaan Dini
(Wasdin)

Meningkatan penanganan konflik
sosial yang di selesaikan

2.2

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pemantauan Aksi Demo

Meningkatan penanganan konflik
sosial yang di selesaikan

2.3

Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Bantuan Keuangan ke Partai
Politik

Meningkatnya Etika dan Budaya
Politik

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik,
etika, budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

3.1

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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4.4, indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja (Performance) menjadi tolak ukur dalam penilaian
prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan
masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau
pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena
kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur
para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun
yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna
meningkatkan pelayanan publik. Dan pada akhirnya bermuara pada

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance
Indikator(KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang
memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan
mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh
Organisasi. Penyusunan [IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memberikan arah,
komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan

sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar
untuk penyusunan : a. Perencanaan Jangka Menengah OPD; b.
Perencanaan Tahunan; c. Dokumen Perjanjian Kinerja; d. Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja; e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan f.
Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan
kegiatan-kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat
dilihat di dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
TARGET TAHUN
NO. INDIKATOR SATUAN 2025 | 2026 2027 | 2028 2029 | 2030 sy
(1) (2 (3) 4) (5) (6) ) (8) 9 (10)
Indeks Harmoni
: Indonesia ( THAT) Indeks 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 |
Indeks kerukunan
2, Umat IKUB) Indeks | 78.01 | 78.15 | 78.35 | 78.35 | 78.85 | 79.10
Indeks Demokrasi
& Indonesia (IDI) Indeks :81,79 82.48 | 83.65 | 84.45 | 85.13 85.7’3l




4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja
yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasai 1). TKK
berfungsi sebagai variable penilai bagi focus dan aspek tataran
pengambil kebijakan dan taran pelaksana kebijakan. IKK disusun
berdasarkan usulan yang di terimah dari Kementerian/LPNK dengan
mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum,
yang digunakan dalam mengevaluasi Penyelenggaraan Pemda (Pasal
31 PP 6/2008 tentang P-EPPD). Adapun indikator Kinerja Kunci (iKK)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat di dalam tabel 4.5

sebagai berikut :




Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

INDIKATOR
TUJUAN INMEN TARGET TAHUN (%)
NO. INDIKATOR RENJA SAS AR.AN DAGRI SATUAN KET.
RPJMD 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 e 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. iﬁizi‘;f;eggggﬁ‘ma“ e y % 100 100 100 100 100 100
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila o
2. | dan Kasalter Kebangeann v % 64 70 75 80 85 90
Persentase Pendidikan Politik pada
3. | Kader Partai Politik | % 55 60 65 70 75 80
i }E:z;séeﬂ{a}dsf Organisasi Kemasyarakatan \ % 3.8 4.0 4,5 4.8 5.0 5,5
Persentase Kebijakan, di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
S Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat v % 20 . = 60 80 100
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Dilaksanakan
6. |Perscsiace Beaifi Casial yany y % 100 100 100 100 100 100

Diselesaikan




4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada
saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan
sudah mempersiapkan aiat ukur yang akan digunakan untuk menentukan
apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja
pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas
perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit

untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja
Organisasi Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2025-2029.

Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) tahun 2025-2029 dapat diiihat pada tabel 4.6 seperti terlampir :




Tabel 4.6
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KONDIS TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
NO. v 2035 | 2026 027 _ 2028 S 3080 AKHIRRPJMD
R | Targst | Rp Guta) | Taget | Rp.Wuts) | Tamget | Rp.(uta) | Target | Rp.(Quta) | Target | Rp.(Juta) | Target | Rp (uta) | Targst | Rp.(uta)
1 4 3 ] 7 L] L 1 1 12 13 M 15 16 7 18
TUA
1 gﬁ?lAPOLg]K i i 77.674.718 121.254.450 133.379.895 133.379.895 133.379.895 133.379.895 133.379.895
1. Program Penunjang | Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah | Layanan Kinerja 100% 100% 13.130.726 100% 14.443.799 100% 15.888.178 100% 15.888.178 100% 15.888.178 100% 15.888.178 100% 15.888.178
Daerah Provinsi Perangkat Daerah
2. Program Penguatan | Cakupan  Penguatan
Ideologi Pancasila dan | Ideologi Pancasila dan 60% 64% 3.617.400 T0% 39.791.400 75% 43.770.540 B0% 43.770.540 85% 43.770.540 90% 43.770.540 90% 43.770.540
Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan
3. Program  Peningkatan | Persentase Pendidikan
Peran Partai Politik dan | Politlk pada Kader
Lembaga  Pendidikan | Partai Politik
melalui Pendidikan 50% 55% 56.200.000 60% 61.820.000 65% 68.002.000 TO% 68.002.000 75% 68.002.000 B80% 68.002.000 80% 68.002.000
Politik dan
Pengembangan  Etika
serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan | Persentase Organisasi
g‘;animi Resigamatan i;’t‘i‘{”}'““kam YANE | 36% 3,8% 750.000 4,0% 825.000 4,5% 907.500 4,8% 907.500 5,0% 907.500 5,5% 907.500 5,5% 907.500
Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan | Persentase Kebijakan
dan Pengembangan | di Bidang Ketahanan
Ketahanan  Ekonomi, | Ekonomi, Sosial,
Sosial, dan Budaya Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Panilitani 20% 20% 2.486.592 25% 2.735.251 40% 3.008.776 60% 3.008.776 80% 3.008.776 100% 3.008.776 100% 3.008.776
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di Daerah
vang Dilaksanakan
6. Program Peningkatan | Persentase Konflik
Kewaspadaan Nasional | Sosial yang
dan Peningkatan | Diselesaikan
fnalitan dan. Pastliitasi 100% 100% 1.490.000 100% 1.639.000 100% 1.802.900 100% 1.802.900 100% 1.802.900 100% 1.802.900 100% 1.802.900
Penanganan Konflik
Sosial




BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen perencanaan
yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan pembangunan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-
waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan
dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) ini meliputi
sasaran Pemerintah Sumatera Selatan dan juga merupakan sasaran kerja
seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan
sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan
sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) ini diarahkan dan dikendalikan
langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan
sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh bidang di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan
dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan
pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Sumatera Selatan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan
perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Palembang, Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA ATAN,

“S%iDf. HM. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya IV /d
NIP. 196911061993031002




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp. (0711) 354715 - 370030
PALEMBANG Kode Pos 31129

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 050/2161/KPTS/Ban.KBP/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa guna menyusun Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan
periode Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim Penyusun;

b.  bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
dianggap mampu dan cakap untuk menjadi Tim penyusun Rencana
Strategis badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
periode 2025-2029;

c. bahwa dalam rangka mengintegrasikan rencana strategis perangkat
daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Rencana
Strategis Tahun 2025-2029;

d.  bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan rencana strategis
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3.  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yth. :

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera SelatanTahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 surat
keputusan ini

Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :

a.

b.

Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan
penyusunan rencana strategis;

Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pengumpulan dan
penyiapan data dan informasi untuk menyusun program perencanaan pembangunan
guna di integrasikan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029;

Menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
renstra periode sebelum nya;

Menyampaikan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di maksud kepada Gubernur Sumatera Selatan
melalui kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan
rancangan awal Rencana kerja Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya penyusunan
Rencana Strategis dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan di
perbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di  : Palembang
Pada tanggal : 01 September 2025

POLITIK

P. 196911061993031002

I. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.



Lampiran
Nomor : 050/2161/BAN.KBP/2025
Tanggal : 01 September 2025

I. Ketua

I. S

- Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

ekretaris

IT1I. Anggota Kesekretariatan :

1

2
3
4

V.
a

. Yasir Arasi, S.T., M.Si

. Egi Naufal Zuhdi, S.TP

. Muhammad Wahidin, S.Kom
. Marlitha Fiber, S.Kom

Tim Teknis

. Koordinator pada Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Anggota

Koordinator
Negeri
Anggota

Pada Bidang Politik Dalam

. Koordinator pada Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan
Anggota

Koordinator pada Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
Anggota

. Kepala

: Kepala Bidang Ketahanan

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik

Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Plh. Kepala Sub Bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan

2. Plh. Kepala Sub Bidang Bela Negara
dan Karakter Bangsa

. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik
dan Peningkatan Demokrasi

2. Kepala Sub  Bidang  Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik

Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

. 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Kepala Sub Bidang Organisasi
Kemasyarakatan

. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

dan Penanganan Konflik

1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama Intelijen

2. Kepala Sub Bidang Penangan Konflik

LK SATUAN BANGSA DAN POLITIK—



BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029
PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23. bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah
diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak
terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

Penjelasan dari Bappeda mengenai Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis
Tahun 2025 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Berita Acara ini.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-
2029 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan II), yang
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
berita acara hasil kesepakatan ini;

KETIGA  : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan
penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat
Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Palembang, 23 September 2025

Perangkat Daerah : Pimpinan Rapat
Kabid Politik Dalam Negeri, Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial
/ dan Kesejahteraan Rakyat
arkoginta, S.Pd., M.M Sultan M,Syah, SE., SH., MM
Pembina Tingkat I/IVb Pembina Tingkat I/IVb
NIP : 196903041997031013 NIP : 197303251998031002
Keterangan :
Lampiran I : Absensi

LampiranIl  : Notulen/Checklist Verifikasi Rankhir Renstra PD



Lampiran I

DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

Provinsi : Sumatera Selatan
Tanggal : 23 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Bidang PKK Lt. Il Bappeda Provinsi Sumsel
| No Nama Lembaga/ Instansi Jabatan Tanda
\ /Fangan
1
MARxo 61 VTA Cespave ol P SeEkeRTARIS
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Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD

Tahun 2025-2029

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
di Daerah

Kesesuaian
No Substansi Verifikasi Catatan Verifikasi
Sestai Tidak
Sesuai
(1) (2) (3) (4) (5)
KETENTUAN UMUM
Renstra Perangkat Daerah
1. | mempedomani sistematika pada Inmen v
2 Tahun 2025
KETENTUAN BAB PER BAB
[BAB 1 PENDAHULUAN
Pada Dasar Hukum telah memuat ®  Akan ditambahkan Permendagri
Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 no 67 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan ®  Akan ditambahkan aturan yang
2. v

mengatur tentang Pemerintahan
Umum/ Kesbangpol
Inmendagri no 2 th 2025 tidak
menjadi dasar hukum

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyajian Data dan Informasi memuat
Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5
Tahun (Tabel 2.1 SE SEKDA)

Belum menganalisa faktor apa
saja yang mempengaruhi
keberhasilan/ ketidakberhasilan
pelayanan

Penyajian Anggaran dan Realisasi
Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 2.2
SE SEKDA) dibagi berdasarkan
Komponen Pendapatan (Jika ada) dan
Komponen Belanja PD

Belum ada dan agar disesuaikan

Perumusan Permasalahan PD
dirumuskan dari Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja PD selama 5 tahun
terakhir

Akan diperbaiki

Isu Strategis PD mengacu pada Teknik
Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat
Daerah (Tabel 2.3 SE SEKDA)

Beberapa kolom isu belum terisi

BAB

I TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan
dirumuskan dari NSPK dan/atau Sasaran
RPJMD vyang relevan

v

Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta
indikator dan target telah disajikan sesuai
Tabel 3.1 SE SEKDA

Sistematika penyajian akan
diperbaiki.
Outcome akan dilengkapi

Strategi PD memuat rencana tindakan yang
komprehensif berisikan langkah-

langkah /upaya yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat

Daerah

Akan disempurnakan




No

Substansi Verifikasi

Sesuai

Tidak
Sesuai

Catatan Verifikasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10.

Penahapan Renstra PD telah disajikan sesuai
Tabel 3.2 SE SEKDA

15

Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron
dengan Arah Kebijakan pada RPJMD

BAB

IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

12.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra
PD mengacu pada Teknik Merumuskan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
(Tabel 4.1 SE SEKDA)

13.

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
dan Pendanaan Renstra PD mengacu pada
Tabel 4.2 SE SEKDA

Akan disesuaikan pengisian
kolom dukungan program
strategis dan proyek strategis

14.

Pagu Program OPD beserta indikator
dan target telah sinkron dengan
RPJMD

Terdapat pagu yang berbeda

15,

Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan
12 Program Strategis HDCU (jika ada)

Akan disesuaikan

16.

Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan
Proyek / Kegiatan Program Strategis Nasional
(ProSN) (jika ada)

Akan disesuaikan

| by

Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam
Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah dijabarkan pada Tabel 4.3 SE SEKDA

Akan disesuaikan menggunakan
program nomenklatur

18.

PD telah merinci Komponen Belanja Tahun
2025-2030

Agar dilakukan

19.

Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 4.4 SE
SEKDA, yang seluruhnya mengacu pada
Indikator Tabel 4.3 RPJMD beserta targetnya.
Indikator Tabel 4.3 RPJMD dimaksud
meliputi IKD Aspek yang relevan dengan Tusi
OPD dan seluruh IKK per Urusan

20.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat
Daerah disajikan sesuai dengan bersumber
dari Indikator Outcome serta Indikator lain
yang relevan dengan Urusan Perangkat
Daerah (Tabel 4.5 SE SEKDA)

Akan dilengkapi dengan indicator
outcome yang belum menjadi ikk

BAB

V PENUTUP

21.

Perlu memasukkan
pengarusutamaan pembangunan,
sebagai kaidah pelaksanaan yang
perlu diperhatikan dalam
pembangunan daerah meliputi :

1) Gender dan inklusi sosial;

2) Pembangunan berkelanjutan;

3) Transformasi digital;

4) Pembangunan rendah karbon; dan

5) Pembangunan berketahanan iklim.

Akan disesuaikan




No

Substansi Verifikasi

Kesesuaian

Tidak
Sesuai

Catatan Verifikasi

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

KETENTUAN LAINNYA

22,

Renstra PD telah memuat sub
Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral Daerah
(X.XX.01.1.01.0008)

Telah dianggarkan pada Tahun :
2026 sejumlah Rp. Xxx

2027 sejumlah Rp. Xxx

st

23.

Renstra PD telah memuat sub
Kegiatan Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah
(X.XX.01.1.01.0010)

Telah dianggarkan pada Tahun :
2026 sejumlah Rp. Xxx

2027 sejumlah Rp. Xxx

Dst....

24,

Renstra PD telah menganggarkan
Penyusunan Perubahan Renstra PD pada
tahun 2027 melalui sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)

Telah dianggarkan sejumlah Rp. Xxx

25.

Renstra PD telah menganggarkan
seluruh sub Kegiatan tentang
Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)

@  Akan ditambahkan

26.

Renstra PD diinput di dalam SIPD :
1. Tujuan

Sasaran

Program/Kegiatan /Subkegiatan
Indikator Kinerja Utama PD

Indikator Kinerja Daerah /
Indikator Kinerja Kunci PD

oo e N

e Akan segera dilakukan

27.

DSSD Tahun 2020 - 2025 telah
diinput dalam E-Walidata SIPD




1. Nama Unit Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

2. Tugas - Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

¢. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penangnan konflik sosial di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

{ Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

No. Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumus Penghitungan (IKU) Sumber Data Penanggung Jawab
1. |Terwujudnya Tata |1.1 Indeks Demokrasi|1.1 Belum Optimalnya 1.1.1 Indeks Demokrasi Kemenkopolhukam Kepala Badan Kesatuan Bangsa
kelola Indonesia (IDI) Peningkatan Indonesia (IDI) Sumatera \ Republik Indonesia dan Politik Provinsi Sumatera
Pemerintahan yang Sumatera Selatan Pendidikan Politik di Selatan % " Selatan
baik Masyarakat
2. |Mempertahankan [2.1 Indeks 2.1 Belum Optimalnya 2.1.1 Indeks Kerukunan Umat - Kemenag Republik Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Stabilitas Sosial Kerukunan Umat Penguatan Beragama (IKUB) Kl - N+ K3 |indonesia dan Politik Provinsi Sumatera
Beragama (IKUB) Ketentraman di Rl il : Selatan
masyarakat
2.2 Indeks Harmoni |2.2 Belum Optimalnya 2.1.2 Indeks Harmoni Indonesia N i Kemendagri Republik Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Indonesia (THAI) Penguatan (IHAI) I H a | = k ) x Indonesia dan Politik Provinsi Sumatera
Ketentraman di — I I Selatan
masyarakat
Palembang, 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA 3

Dr.

FAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya IV /d

NIP. 196911061993031002



POHON KINERJA
T — BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

T NERUA: S P TATaT |

Persentase Kebijakan di Blidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasiliasi
‘Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghavat Kepercavaan di Daerah vang Dilaksanakan

{

ARIRLEIR

Publik

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) R TSR IR
Indeks Harmonl Indonesia {IHA)
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